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ABSTRAK

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebuah provinsi yang memiliki
beragam problematik terutama dalam hal Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) khususnya dalam hal pengemisan. Masalah pengemis erat
kaitannya dengan mengganggu keamanan dan ketertiban umum masyarakat, serta
menyebabkan terganggunya stabilitas pembangunan sehingga berdampak pada
cita-cita nasional yang sulit diwujudkan. Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong
Praja (Satpol PP) DIY bertanggung jawab penuh dalam membantu Kepala Daerah
untuk memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum, serta ketenteraman
masyarakat, sehingga memiliki peran penting dalam menertibkan pengemis di
wilayah Daerah Istimewa Yogyakata. Meskipun telah terdapat berbagai peraturan
yang digunakan sebagai dasar hukum untuk menindak pelaku pengemisan, namun
dalam implementasinya masih banyak pengemis yang berkeliaran, sehingga
menyebabkan masalah ini belum bisa terselesaikan. Dengan demikian, penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penertiban dan penanggulangan
pengemis waria oleh Satpol PP DIY sesuai Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014
tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, serta untuk mengetahui kendala
Satpol PP DIY dalam menangani pengemis waria terutama yang ada di Lampu
Merah Bogem, Kalasan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) yang
bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara
kepada Satuan Polisi Pamong Praja DIY, Camp Assessment Dinas Sosial DIY, dan
pelaku pengemis waria. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan Yuridis-Empiris. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini
adalah teori penegakan hukum dan teori penanggulangan tindak pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penertiban
dan penanggulangan pengemis waria oleh Satpol PP DIY masih belum berjalan
secara maksimal. Hal ini dilihat dari masih banyaknya pengemis waria di lokasi
penelitian yakni di Lampu Merah Bogem, Kalasan yang dari dulu hingga sekarang
masih terkenal dengan keberadaan warianya. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa
faktor, seperti penertiban oleh Satpol PP DIY yang belum dilaksanakan secara rutin
dan maksimal. Selain itu, dari faktor sanksi hukuman juga dinilai kurang, dimana
sanksi yang diberikan kepada pelaku tersebut tidak dapat menimbulkan efek jera.
Faktor lain yang menjadi kendala juga datang dari kondisi lingkungan masyarakat
sendiri yang belum memahami betul peraturan yang berlaku, sehingga banyak
masyarakat yang masih memberi uang kepada pengemis dengan alasan kasihan.
Beberapa hal tersebutlah yang menyebabkan pengemisan di DIY ini sulit untuk
diberantas.

Kata Kunci: Pengemis Waria, Penertiban Satpol PP, Perda DIY



ABSTRACT

The Special Region of Yogyakarta is a province with various problems,
particularly regarding Social Welfare Issues (PMKS), especially in terms of
begging. The issue of beggars is closely related to disrupting public safety and
order, as well as causing disturbances in development stability, which impacts the
national goals that are difficult to achieve. In this case, the Yogyakarta Special
Region Civil Service Police Unit (Satpol PP DIY) is fully responsible for assisting
the Regional Head in maintaining and organizing public order and community
tranquility, thus playing an important role in regulating beggars in the Special
Region of Yogyakarta. Although there are various regulations used as the legal
basis to act against beggars, in practice, there are still many beggars roaming,
causing this issue to remain unresolved. Therefore, this study aims to determine
the implementation of the regulation and handling of transgender beggars by
Satpol PP DIY according to DIY Regional Regulation No. 1 of 2014 on the
Management of Homeless People and Beggars, and to identify the challenges
faced by Satpol PP DIY in handling transgender beggars, especially those at the
Bogem Traffic Light, Kalasan.

This research is a type of field research that is descriptive-analytical. Data
collection techniques include interviews with Satpol PP DIY, the Social Service
Camp Assessment, and transgender beggars. The approach used in this study is
the Juridical-Empirical approach. The theories used in this research are the theory
of law enforcement and the theory of crime prevention.

The results of this study indicate that the implementation of policies to
regulate and handle transgender beggars by Satpol PP DIY has not been
maximally effective. This is evident from the numerous transgender beggars still
found in the research location, namely at the Bogem Traffic Light, Kalasan, which
has long been known for the presence of transgender individuals. This condition is
caused by several factors, such as the irregular and less-than-optimal enforcement
by Satpol PP DIY. Additionally, the legal sanctions are considered insufficient, as
the penalties imposed do not create a deterrent effect. Another challenge comes
from the community environment itself, which does not fully understand the
applicable regulations, leading many people to continue giving money to beggars
out of pity. These factors contribute to the difficulty in eradicating begging in DIY.

Keywords: Transgender Beggars, Satpol PP Regulation, DIY Regional Regulation
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MOTTO

"Belajar adalah proses tanpa akhir, dan pengetahuan adalah kunci

kehidupan."

""Learning is an endless process, and knowledge is the key to life.”
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BAB1

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi terbanyak
di dunia yakni menurut data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS)
diperkirakan mencapai 278,6 juta jiwa pada pertengahan tahun
2023, sehingga hal ini menempatkan Indonesia masuk dalam negara
dengan populasi penduduk terbanyak nomor 4 (empat) pada tingkat
dunia dan posisi 1 (satu) pada tingkat Asia Tenggara. Semakin
padatnya penduduk di suatu negara, maka semakin banyak pula
angka pengangguran dan kemiskinan. Hal ini tentu menjadi masalah
yang harus dipecahkan oleh pemerintah.

Permasalahan kesejahteraan sosial terutama dalam hal
kemiskinan di negara-negara berkembang khususnya di Indonesia
menjadi masalah yang belum mampu diselesaikan. Adanya masalah
kemiskinan ini disebabkan karena tingginya jumlah pengangguran,
sehingga akhirnya sebagai jalan keluar, banyak penduduk Indonesia
yang mulanya tinggal di desa memilih pindah ke kota untuk mencari
pekerjaan. Namun, hal tersebut tidak diikuti dengan skill dan
pengetahuan yang memadai sehingga kemudian mereka terpicu
untuk mendapatkan penghasilan dengan cara instan yang dilakukan
tanpa menggunakan skill/, pengetahuan, dan kemampuan dalam
dirinya dengan menjadi pengemis agar cepat menghasilkan uang.
Praktik pengemisan ini telah banyak ditemui di kota-kota besar yang

padat penduduknya.



Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah daerah provinsi
di Pulau Jawa yang menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dinilai
sebagai provinsi termiskin di Pulau Jawa dengan tingkat kemiskinan
sebesar 11,04% hingga Maret 2023, dan jumlah penduduk miskin
mencapai 448.470 jiwa.! Apabila dibandingkan dengan angka
nasional, tingkat kemiskinan di DIY selalu berada di atas angka
nasional. Menurut data dari Berita Resmi Statistik (BPS) tahun
2020, tingkat kemiskinan di Indonesia sebesar 9,78%, sedangkan di
DIY sebesar 12,28%. Terlihat bahwa tingkat kemiskinan DIY
terpaut 2,5% di atas angka nasional. Sebagai provinsi dengan tingkat
kemiskinan tinggi, tak jarang banyak sekali ditemukan gelandangan,
pengemis, dan orang terlantar di wilayah ini. Hal tersebut kemudian
menjadi perhatian bersama terlebih bagi pemerintah DIY dalam
menentukan kebijakan untuk menanggulangi tingkat kemiskinan
serta gelandangan dan pengemis di DIY.?

Pemerintah DIY kemudian membentuk suatu peraturan
yakni Peraturan Daerah DIY No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan
Gelandangan dan Pengemis guna menciptakan ketertiban umum
serta mencegah terjadinya pergelandangan dan pengemisan sebagai
upaya untuk memberdayakan gelandangan pengemis serta
mengembalikan mereka dalam kehidupan yang bermartabat sebagai
manusia. Kepala Dinas Sosial DIY menegaskan bahwa objek hukum
yang dikenai peraturan ini adalah pertama, gelandangan yaitu:

orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma

! Badan Pusat Statistik, “Presentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan
Daerah”, Badan Pusat Statistik (bps.go.id), diakses pada 4 November 2023.

2 Badan Pusat Statistik DIY, Analisis Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta
2020, (Yogyakarta : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2020), hlm. 36.



kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, tidak memiliki
tempat tinggal dan hidup di tempat umum, serta tidak mempunyai
pekerjaan tetap di wilayah tertentu. Kedua, pengemis yaitu: orang
yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dan
dilakukan dengan cara mengharapkan belas kasihan orang lain.
Selain itu, sasaran lain dalam Perda ini adalah orang, lembaga atau
badan hukum yang memberi uang atau barang kepada gelandangan
dan pengemis di tempat umum juga akan dikenai sanksi.?

Peraturan mengenai larangan kegiatan pengemisan atau

meminta-minta di tempat umum juga termuat dalam KUHP Buku
ke-3 tentang Tindak Pidana Pelanggaran yakni dalam Pasal 504
KUHP yang berbunyi:*

(1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena
melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling
lama enam minggu.

(2) Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih,
yvang berumur di atas enam belas tahun, diancam

dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Satuan Polisi Pamong Praja yang kemudian disebut Satpol
PP merupakan aparatur pemerintah daerah yang menurut Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi
Pamong Praja, bertugas menegakkan Peraturan Daerah, dan

Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan

No.

3 Biro Umum Humas dan Protokol Setda DIY, “Sosialisasi Penegakan Perda DIY
1

Tahun2014” http://biroumum.jogjaprov.go.id/index.php?option=com content&view=arti
cleid=621:sosialisasi-penegakan-perda-diy-nol -tahun-2014&catid=1:latest-

news&ltemid=18, diakses pada 9 November 2023.

4 Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat,
sehingga mereka merupakan sebuah instansi yang mempunyai
tanggung jawab besar dalam menjalankan peraturan tersebut.
Bentuk implementasi yang dilakukan Satpol PP dalam hal
penanggulangan tindak pidana pengemisan ini dilakukan dengan

upaya penertiban.

Penertiban merupakan tindakan hukum dari pemerintah
dalam meluruskan atau merapikan tindakan masyarakat yang
menyimpang dari peraturan yang berlaku.> Upaya yang dilakukan
Satpol PP dalam melakukan penertiban sesuai aturan-aturan tersebut
dilakukan dengan tindakan penertiban non-yustisial. Hal ini sesuai
dengan tugas dan wewenang Satpol PP sendiri yaitu berada pada
tahap awal di lingkup penertiban atau penjangkauan, pengamanan,
pengawalan, pembinaan, penanganan dan pelimpahan dalam rangka
menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat terhadap pelanggaran perda dengan cara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam upaya penertiban, Satpol PP DIY
mengkategorikan pengamen ke dalam kelompok gelandangan dan
pengemis (gepeng). Hal ini1 didasarkan pada Perda DIY No. 1 Tahun
2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Meskipun
pada Perda tersebut tidak menyebutkan pengamen secara eksplisit,
namun Satpol PP DIY memasukkan pengamen ke dalam kategori

pengemis karena pekerjaannya dinilai bergantung pada belas

> HR Ridwan, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT Grafindo Persada,
2006), hlm. 116.



kasihan orang lain.° Pada dasarnya, definisi pengamen yaitu
sekelompok orang yang melakukan suatu kegiatan atau
menampilkan karya seni dengan menyanyi, menari, dan bermain
alat musik dengan tujuan untuk menghibur orang lain.” Meskipun
para pengamen tersebut menampilkan sesuatu, namun dalam hal ini
tidak ada keahlian mendalam yang ditunjukkan dalam bernyanyi,
memainkan alat musik, dan sebagainya, sehingga perilaku mereka
tetap disebut perilaku pengemisan.

Satpol PP DIY dalam melakukan penertiban telah berhasil
mengamankan beberapa pelaku pengemisan yang tersebar di
wilayah DIY. Menurut data yang diperoleh dari Catatan Tahunan
Satuan Polisi Pamong Praja DIY dari tahun 2020 hingga 2022,
pengemis yang berhasil terjaring dalam operasi non yustisial, yaitu

sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Laporan Satpol PP DIY

No Tahun Jumlah Pengemis
1. 2020 5
2% 2021 5
3 2022 5

Sumber : Satpol PP DIY

® Arif UT, “Curhat Pengamen Yogya Dikategorikan Pengemis oleh Satpol PP:
Pakaian Kami Rapi”, https://m.kumparan.com/pandangan-jogja/curhat-pengamen-
yogyadikategorikan-pengemis-oleh-satpol-pp-pakaian-kami-rapi-211LY4VIOrz/full,
diakses pada 8 November 2023.

"Benny Chandra, “Analisis Kasus Berdasarkan Teori Sosiologi Hukum Pengamen
dan Anak Jalanan di Bawah Umur Terhadap Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 19457,
Journal of Law and Policy Transformation, Vol. 6 No 1, (2021), him. 59.



Berdasarkan data yang terlampir dalam tabel di atas, dapat
dilihat bahwa Satpol PP DIY berhasil mengamankan pengemis pada
saat operasi rutin non yustisial, yakni pada tahun 2020 ada 5 (lima)
pengemis terjaring, tahun 2021 ada 5 (lima) pengemis terjaring, dan
tahun 2022 ada 5 (lima) pengemis yang juga terjaring. Dari hasil
laporan di atas, dapat dilihat bahwa jumlah pengemis yang telah
ditertibkan tersebut masih tergolong angka yang sedikit, melihat
banyaknya pengemis yang tersebar di jalan raya dan seluruh wilayah
di DIY.

Pengemis waria yang mengamen di Lampu Merah Bogem
biasanya melakukan pekerjaannya dengan membawa sound system,
lalu mendatangi kendaraan-kendaraan yang sedang berhenti di
lampu merah, kemudian menyanyi dengan suara sumbang
mengikuti lagu yang di mainkannya. Saat pelakukan pekerjaan
tersebut, tak jarang mereka menggoda dan menghalangi pengendara
yang akan lewat, sehingga hal inilah yang menjadi alasan mengapa
mereka dikatakan mengganggu kenyamanan atau ketertiban umum.
Penampilan para mengemis waria ini juga cenderung tidak rapi
meskipun mereka memakai make up dan berdandan seperti wanita
saat melakukan pekerjaannya.

Perilaku di jalanan ini merupakan suatu hal yang dianggap
wajar oleh masyarakat, padahal seharusnya itu merupakan hal yang
tidak wajar terjadi. Masalah pengemisan merupakan salah satu
dampak dari kurangnya kepedulian sosial di masyarakat terhadap

kondisi mereka®, terutama mereka ini adalah para waria yang

8 Tabita Yudea Kembuan, Jenny Nelly, Maria Heny, “Kehidupan Pengamen

Jalanan di Kawasan Boulevard Kota Manado”, Jurnal Holistik , Vol. 14 No. 1, (2021), him.

3.



merupakan kelompok minoritas dengan segala pandangan negatif
yang melekat pada diri mereka.

Pengemisan yang dilakukan oleh waria di Lampu Merah
Bogem dari dulu hingga sekarang masih menunjukkan
eksistensinya. Keberadaan pengemis waria di Lampu Merah
Bogem, Kalasan ini merupakan suatu masalah sosial karena selain
mengganggu kenyamanan para pengguna jalan, juga mengganggu
ketertiban lalu lintas. Hal ini lah yang kemudian menjadi pertanyaan
bagaimana peran Satpol PP sejauh ini sebagai aparat penegak
hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana pengemisan
yang dilakukan oleh waria di Lampu Merah Bogem, Kalasan.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penyusun
tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang
berjudul  “ANALISIS PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA PENGEMISAN YANG MENGGANGGU
KETERTIBAN UMUM OLEH SATPOL PP DIY (STUDI
KASUS PADA WARIA DI LAMPU MERAH BOGEM,
KALASAN)”.

. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di
atas dan berdasarkan fenomena yang dikemukakan, maka yang

menjadi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja DIY dalam
menanggulangi tindak pidana pengemisan oleh waria yang
mengganggu ketertiban umum di Lampu Merah Bogem,

Kalasan?



2. Apa saja hambatan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja

DIY dalam menanggulangi pengemis waria di Lampu Merah

Bogem, Kalasan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan

untuk :

a.

Untuk mengetahui bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja
DIY dalam penanggulangan tindak pidana pengemisan oleh
waria di Lampu Merah Bogem, Kalasan yang mengganggu
ketertiban umum.

Untuk menjelaskan faktor penghambat Satuan Polisi
Pamong Praja DIY dalam menanggulangi pengemis waria di

Lampu Merah Bogem, Kalasan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

a. Manfaat Teoritis

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi bagi pihak akademisi pengembangan ilmu
khususnya di bidang Ilmu Hukum untuk melihat
bagaimana  penegakan  hukum dalam  upaya
penaggulangan tindak pidana pengemisan yang
dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja DIY untuk
menertibkan pengemis waria di Lampu Merah Bogem,

Kalasan.



2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan
perbandingan bagi mahasiswa Ilmu Hukum yang akan
melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan
penaggulangan tindak pidana pengemisan pada waria di
Lampu Merah Bogem, Kalasan, Daerah Istimewa
Yogayakarta.

b. Manfaat Praktis

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi
yang berguna untuk mengatasi masalah-masalah
sehingga dapat mengambil kebijakan yang efektif guna
mendorong berkembangnya kegiatan yang berkaitan
dengan keamanan dan kenyamanan masyarakat.

2) Penelitian ini selanjutnya dapat menjadi masukan dan
pertimbangan bagi pemerintah daerah khususnya Satuan
Polisi Pamong Praja DIY dalam menanggulangi pelaku
tindak pidana pengemisan yang masih ada di wilayah
Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Secara umum, telaah pustaka merupakan informasi tentang
penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitiann yang
akan dilakukan sekarang dengan melakukan kajian pustaka guna
memastikan keaslian bahwa penelitian ini bukan hasil plagiasi dari
penelitian yang sudah ada sebelumnya. Dengan demikian, telaah
pustaka menunjukkan bahwa penelitian yang akan dilaksanakan
merupakan kelanjutan, peningkatan, atau penyempurnaan dari
penelitian-penelitian  terdahulu. Mengingat terdapat banyak

penelitian yang membahas mengenai pengemis, maka penyusun
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mengkaji beberapa penelitian lain, tetapi tidak menemukan

penelitian dengan hasil yang sama persis. Berikut adalah sumber-

sumber ilmiah telaah pustaka dalam penelitian ini:

1. Karya ilmiah yang ditulis oleh Alta Sella Ulul Azmi dengan
judul “Pengaruh Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Penanganan Gelandangan dan Pengemis Terhadap Waria di
Lampu Merah Bogem, Kalasan, Sleman”. Penelitian ini secara
garis besar membahas mengenai peran Pemprov Daerah
Istimewa Yogyakarta dalam mengimplementasikan Perda DIY
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan
Pengemis terhadap waria yang mengamen di kawasan Bogem,
Kalasan, Sleman. Hasil dari penelitian ini adalah masih perlu
adanya upaya lain dalam penanganan terhadap para pengamen
waria yakni dengan metode pendampingan Asset Based
Community Development (ABCD) dengan pemanfaatan potensi
waria untuk mengembangkan keterampilan maupun potensi lain
yang dimiliki.’

Perbedaan dengan penelitian ini yakni pada objek
penelitiannya. Objek pada penelitian Alta adalah efektivitas
Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan
dan Pengemis terhadap waria di Lampu Merah Bogem, Kalasan.
Sedangkan pada penelitian ini, mengacu pada penanggulangan
tindak pidana pengemisan oleh Satuan Polisi Pamong Praja DIY

kepada waria di Lampu Merah Bogem, Kalasan.

% Alta Sella Ulul Azmi, “Pengaruh Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Penanganan Gelandangan dan Pengemis Terhadap Waria di Lampu Merah Bogem,
Kalasan, Sleman”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2021).



11

2. Karya ilmiah yang ditulis oleh Norika Priyantoro dengan judul
“Penanganan Gelandangan dan Pengemis dalam Prespektif
Siyasah (Studi Pasal 24 Perda DIY No. 1 Tahun 2014)”.
Penelitian ini menggunakan peelitian lapangan (field research)
dengan menggunakan pendekatan normatif dan Dbersifat
deskriptif-analitik, dengan teori yang digunakan yaitu public
policy dimana kebijakan pemerintah merupakan suatu tindakan
yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat dengan prinsip
harus mengembalikan hak-hak dan martabat gepeng yang sesuai
dengan prinsip siyasah dusturiyah. Penelitian ini membahas
mengenai pandangan Islam terkait Perda DIY No. 1 Tahun 2014
tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis karena
dikeluarkannya Perda tersebut menimbulkan pro kontra
dikalangan lembaga penegak HAM, dimana menurut Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM), adanya Perda tersebut merupakan
bentuk pelanggaran yang dilakukan pemerintah terhadap para
gelandangan dan pengemis (gepeng), sedangkan dalam Islam,
menyejahterakan rakyat seperti melakukan upaya pengentasan
kemiskinan merupakan hal yang dianjurkan. Adapun hasil
penelitian ini adalah bahwa penanganan yang dilakukan oleh
petugas LSM di lapangan sudah sesuai dengan standar
operasional prosedur (SOP). Namun, masih ditemukan
kekerasan dalam penanganannya, dikarenakan adanya
perlawanan dari gepeng itu sendiri yang tidak mau mengikuti
SOP. Di sisi lain, tindakan pemerintah dalam mengeluarkan
Perda ini sudah sesuai dengan tujuan awal yakni mengembalikan

harkat dan martabat gepeng yang ada di Yogyakarta. Hal ini
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terbukti dengan adanya program yang diberikan pemerintah
mulai dari pelatihan keterampilan, pemberian kebutuhan dasar
berupa makanan, pakaian, hunian, dan lain sebagainya.'”

Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada penelitian
Norika ~ menggunakan  metode-metode  Islam  dalam
penanganannya serta menjelaskan pandangan islam mengenai
kesejahteraan gelandangan dan pengemis atas dikeluarkannya
Perda DIY No. 1 Tahun 2014, bahwa memberi uang kepada
pengemis adalah perbuatan memberi/shodaqoh. Sedangkan
pada penelitian ini lebih mengacu pada upaya penanggulangan
tindak pidana pengemisan pada pengemis waria di Lampu
Merah Bogem, Kalasan melalui tindakan represif dan preventif
yakni upaya penertiban dan pencegahan oleh Satuan Polisi
Pamong Praja DIY.

3. Karya ilmiah yang ditulis oleh Raihan Akbar Hidayat dengan
judul “Upaya Penal dan Non Penal terhadap Pelaku
Pengemisan di Kota Yogyakarta (Studi di Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Yogyakarta)”. Penelitian ini membahas mengenai
upaya penal dan non penal terhadap pelaku pengemisan di Kota
Yogyakarta oleh Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa
Yogyakarta, dimana fenomena pengemis yang ada di Kota
Yogyakarta semakin menjamur hingga muncul tren baru di
masyarakat yakni manusia silver. Fenomena terjadi karena
adanya gesekan antara asas kepastian hukum dan asas keadilan

yang ada di masyarakat, juga karena upaya-upaya yang

10'Norika Priyantoro, Penanganan Gelandangan dan Pengemis dalam Prespektif
Siyasah (Studi Pasal 24 Perda DIY No. 1 Tahun 2014), Skripsi, Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015).
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dilakukan pemerintah melalui upaya penal dan non penal masih
kurang maksimal. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa
pelaksanaan upaya penal dan non penal yang dilakukan terhadap
pelaku pengemisan di Kota Yogyakarta masih belum
dilaksanakan secara maksimal baik itu yang dilakukan oleh
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, Satuan Polisi
Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Dinas
Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, dikarenakan masih terdapat
banyak pelaku pengemisan yang melakukan perbuatan
pengemisan di Wilayah Kota Yogyakarta juga terkait faktor
penghambat yakni dari segi hukum di Kota Yogyakarta yang
belum memiliki dasar sendiri, dari segi aparat penegak hukum
yang masih memiliki keterbatasan, dan dari budaya masyarakat
yang belum sadar akan dampak memberi uang kepada para
pengemis.'!

Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada subjek
penelitiannya, dimana penelitian Raihan membahas mengenai
pelaku pengemisan yang ada di Kota Yogyakarta, sedangkan
penelitian ini membahas lebih khusus yakni pengemis waria
yang ada di Lampu Merah Bogem, Kalasan, DIY.

4. Karya ilmiah yang ditulis oleh Suranto, Anditia Galih S dengan
judul “Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota
Yogyakarta Ditinjau Dari Peraturan Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014”. Penelitian in1 membahas

mengenai penanganan gelandangan dan pengemis di Kota

' Raihan Akbar Hidayat, Upaya Penal dan Non Penal terhadap Pelaku
Pengemisan di Kota Yogyakarta (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta),
Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2023).
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Yogyakarta yang dilakukan dalam 2 (dua) tahap yakni tahap
penertiban oleh Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta dan tahap
penanganan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
Kota Yogyakarta. Adapun hasil penelitian ini adalah upaya
penertiban dan penanganan belum berjalan efektif sesuai dengan
tujuan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun
2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Hal ini
disebabkan karena sanksi pidana yang diberikan kepada para
pelanggar masih belum diterapkan dengan baik sehingga
membuat Perda ini kurang efektif. '2

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada subjek
penelitiannya. Pada penelitian Suranto, subjek penelitian yaitu
gelandangan dan pengemis di Kota Yogyakarta. Sedangkan pada
penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah Satuan
Polisi Pamong Praja DIY dan pengemis waria di Lampu Merah

Bogem, Kalasan.

E. Kerangka Teoritik

Teori-teori yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan
kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan
dalam kaidah-kaidah serta sikap tindak sebagai rangkaian

penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara,

12 Suranto, Anditia Galih S, “Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota
Yogyakarta Ditinjau Dari Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 20147,
Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.
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dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.!> Menurut
pendapat lain, penegakan hukum merupakan usaha untuk
mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang
diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum
merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.'*
Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum
positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi.
Oleh karenanya, memberikan keadilan dalam suatu perkara
berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan
dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan
cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.!* Pada
hakikatnya, penegakan hukum merupakan perwujudan ide-ide,
nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan
kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas
penegak hukum saja, tetapi juga menjadi tugas bagi semua
orang.

Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-
faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut
Soerjono Soekanto faktor-faktor tersebut yaitu :'°
a. Faktor Hukum

Kadang kala terjadi pertentangan pada  praktik

penyelenggaraan hukum di lapangan antara kepastian

hukum dan keadilan. Hal ini disebabkan oleh konsepsi

13 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,

(Jakarta: UI Press, 1983), him. 35.

32.

14 Dellyana, Shant, Konsep Penegakan Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm.

15 Ibid
16 Soerjono Sockanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,

(Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm. 5.
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keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak,
sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah
ditentukan secara normatif, sehingga semua kebijakan dan
tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum itu
merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang hal
tersebut tidak bertentangan dengan hukum.

Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum
adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum itu
sendiri. Kualitas dari petugas penegak hukum haruslah baik
agar dapat menjalankan fungsi hukum sesuai dengan
peraturan yang telah dibuat.

Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas mencakup organisasi yang baik,
tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dalam artian para
penegak hukum yang mumpuni dan berkualitas, peralatan
yang cukup memadai, serta keuangan yang cukup.

. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk
mencapai kedamaian di  dalam masyarakat. Setiap
masyarakat yang memiliki kesadaran hukum akan memiliki
tingkat kepatuhan hukum yang tinggi. Adanya derajat
kepatuhan masyarakat terhadap hukum ini merupakan salah
satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
Faktor Kebudayaan

Kebudayaan berfungsi mengatur suatu sikap, tindakan, atau

perbuatan agar manusia mengerti bagaimana seharusnya
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dalam melakukan hubungan dengan orang lain. Sehingga
kebudayaan merupakan suatu garis pokok tentang perilaku
yang menetapkan peraturan mengenai apa yang boleh

dilakukan dan apa yang dilarang.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, sehingga ini
merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak
ukur dari adanya efektivitas penegakan hukum. Dengan arti lain,
penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi
kejahatan secara nasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya

guna.!”

Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Kebijjakan penanggulangan tindak pidana tersebut dapat
dilakukan dengan Teori-teori Kriminologi. Pada Kriminologi,
teori akan membantu manusia untuk memahami cara kerja
Sistem Peradilan Pidana. Teori Kriminologi dapat membantu
penegakan hukum pidana, hal ini dikarenakan teori tersebut
menawarkan jawaban atas pertanyaan bagaimana atau mengapa
orang dan perilaku tertentu dianggap melanggar hukum

masyarakat.'®

17 Barda Nawawi Arif, Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2002), hlm. 109.

18 Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, “Penerapan Teori-Teori Kriminologi
dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)”, Jurnal Pandecta, Vol. 13 No. 1,

Juni 2018.
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Teori-teori tersebut yaitu sebagai berikut:'®

a. Teori Kontrol Sosial
Teori ini memiliki asumsi dasar bahwa individu mempunyai
kecenderungan yang sama untuk berperilaku baik atau
berperilaku menyimpang tergantung pada lingkungan
masyarakat tersebut.*

b. Teori Asosiasi Difensial
Teori ini dikemukakan oleh Edwin H Sutherland, dalam
pengertiannya yaitu pola keteladanan antara individu dan
individu lain akan memiliki perbedaan. Ada individu yang
mempelajari tingkah laku melanggar hukum melalui
interaksi dan komunikasi dengan orang lain. Jadi, tidak
hanya pergaulan saja yang dapat menyebabkan perilaku
melanggar hukum, tetapi isi dari proses komunikasi antar
individu tersebut juga dapat menjadi penyebabnya.

c. Teori Netralisasi
Teori ini menekankan tentang proses pembelajaran kepada
kaum muda untuk merasionalisasi perilaku menyimpang
yang dilakukan, sehingga dapat membantu bekerjanya nilai-
nilai kemasyarakatan. Tindakan menyimpang yang
dirasionalkan tersebut diantaranya: merasa dirinya tidak
berdaya dalam menghadapi tekanan masyarakat lalu

memilih pergaulan yang salah, merasa perbuatan yang

19 Ibid.

20 Paulus  Hadisuprapto, Juvenile Delinquency  (Pemahaman  dan

Penanggulangan), (Bandung: Citra Adya Bakti, 1997), hlm. 31.
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dilakukan tidak merugikan orang lain, berasumsi bahwa
orang lain lah yang bersalah, dan lain sebagainya.

d. Teori Subkultural
Teori ini lebih menekankan pada kenakalan remaja yang
biasanya dilakukan dengan membentuk geng kemudian
melakukan suatu kesenangan yang dapat menimbulkan

keresahan pada orang lain.

Dari penjelasan Teori-teori Kriminologi di atas, diketahui
bahwa teori tersebut dapat membantu dalam melakukan
penanggulangan tindak pidana karena dapat digunakan sebagai
dasar mengambil keputusan dalam menanggulangi tindak

pidana agar dapat efektif dan tepat sasaran.

Upaya penanggulangan tindak pidana secara garis besar
dibagi menjadi 2 (dua), yaitu lewat jalur penal (hukum pidana)
dan non penal (di luar hukum pidana).

a. Jalur Penal (Tindakan Represif)

Penanggulangan tindak pidana secara represif yakni upaya

yang ditempuh setelah terjadinya tindak pidana.’!

Penanggulangan dengan upaya represif bertujuan untuk

menindak para pelaku tindak pidana, bahwa perbuatan yang

dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan
merugikan masyarakat, sehingga akan timbul efek jera.

Pencegahan dan perlindungan sosial terhadap pelaku tindak

pidana dimaksudkan sebagai bentuk respon terhadap tindak

pidana yang termasuk dalam objek kriminologi.

2 Ibid, him. 40.
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b. Jalur Non Penal (Tindakan Preventif)
Penanggulangan tindak pidana secara preventif adalah
upaya pertama kali yang dilakukan untuk mencegah
timbulnya suatu tindak pidana. Menurut A. Qirom Samsudin
M, pada kaitannya dalam penanggulangan tindak pidana
secara preventif adalah bahwa pencegahan Ilebih baik
daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali.??
Relevansi teori penanggulangan tindak pidana dengan
permasalahan  perilaku  mengemis  adalah  tindakan
penanggulangan tindak pidana pengemisan dengan cara
penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja
sebagai aparat penegak hukum sesuai dengan wewenangnya
yakni menitik beratkan pada upaya preventif (pencegahan) dan
represif (penindakan) sebagai suatu bentuk upaya pengendalian

sosial terhadap pelaku pengemisan.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan analisis dan konstruksi ilmiah yang

23 Metodelogis artinya

metodelogis, sistematis, dan konsisten.
penelitian didasarkan atas suatu metode atau cara tertentu,
sistematis adalah penelitian yang didasarkan pada sistem.
Konsistensi berarti  bahwa tidak ada inkonsistensi atau

bertentangan antara suatu kerangka tertentu.*

22 A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Segi
Psikolog dan Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1985), him. 46.

2 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung:
Alfabeta, 2014), him. 244.

24 Ibid, hllm 245.
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1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penyusuan proposal
ini adalah penelitian lapangan (field research). Dengan
penelitian lapangan, maka penelitian ini mengacu pada data
primer yang didapat langsung dari lapangan dengan cara
observasi dan wawancara terhadap seorang informan dari
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY, Camp Assessment
Dinas Sosial DIY, dan pengemis waria di Lampu Merah Bogem,
Kalasan untuk memperoleh data, menggambarkan keadaan,

serta fenomena yang lebih jelas.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
deskriptif analitis. Sifat penelitian deskriptif analisis adalah
suatu metode yang berfungsi untuk memberikan gambaran
terhadap suatu objek yang diteliti melalui data yang telah
dikumpulkan.? Pada penelitian ini, data yang didapat kemudian
dikaji secara teori dengan permasalahan yang ada di lapangan
mengenai penanggulangan tindak pidana dengan cara
penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja DIY terhadap waria

sebagai pelaku pengemisan.
3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan

pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan

25 [bid, him. 103.
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dengan menitik beratkan pada penegakan atau pelaksanaan
ketentuan hukum terhadap realita peristiwa hukum yang terjadi
di masyarakat. Pendekatan yuridis empiris termasuk penelitian
lapangan yang mengkaji hukum-hukum yang kemudian
menggabungkannya dengan fakta dan perilaku yang diamati di
masyarakat.?® Melalui pendekatan ini diharapkan penemuan-
penemuan empiris dapat dideskripsikan secara terperinci,
akurat, dan jelas.

Pada penelitian ini nantinya dilakukan dengan cara
mengumpulkan  informasi-informasi data primer yang
didapatkan melakukan observasi dan wawancara secara
langsung kepada Satuan Polisi Pamong Praja DIY, Camp
Assessment Dinas Sosial DIY, dan pengemis waria di Lampu
Merah Bogem, Kalasan untuk mengetahui upaya
penanggulangan tindak pidana dengan cara penertiban pada
pengemis waria yang dilakukan oleh Satpol PP DIY sehingga
nantinya diharapkan dapat mendeskripsikan secara mendalam

mengenai peran Satpol PP DIY dalam upaya tersebut.
4. Sumber Data

a. Data Primer
Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari
sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang
akan dibahas.?” Data ini ambil langsung di lapangan melalui

wawancara dengan subjek penelitian yang sudah penyusun

26 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Cet. ke-2, (Jakarta: Kencana
Prenada Media, 2006), hlm. 119.

27 Amiruddin, Pengantar Penelitian Hukum, (Yogyakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2006), him. 30.
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tetapkan yakni wawancara langsung kepada Ibu Inneke Dian
Kurniasih, S.H., selaku Kepala Bidang Pembinaan,
Pengawasan, dan Penyuluhan di Satuan Polisi Pamong Praja
DIY; Bapak Dikky Muhammad Saleh selaku pekerja sosial
di Camp Assessment Dinas Sosial DIY; Tata, Nike, Ocha,
dan Angel selaku waria yang mengamen di Lampu Merah
Bogem, Kalasan.

Wawancara ini dilakukan karena beberapa informan
tersebut berkaitan dengan proses penanggulangan tindak
pidana pengemisan yang terjadi di Daerah Istimewa
Yogyakarta.

b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-
buku sebagai data pelengkap seumber data primer. Sumber
ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan
kajian pustaka seperti buku ilmiah, hasil penelitian, dan
sebagainya.?® Data sekunder terdiri dari:
1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian
ini yaitu ketentuan hukum dan peraturan perundang-
undangan. Pada penelitian ini bahan hukum primer
digolongkan sebagai berikut :
a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
b) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang

Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;

28 Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), hlm. 56.
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c) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja;

d) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Penanganan Gelandangan dan Pengemis;

e) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat;

f) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12
Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang

tidak mengikat.’’ Bahan hukum sekunder yang

digunakan dalam penelitian ini adalah buku, skripsi,
tesis, jurnal penelitian hukum, dan hasil penelitian
lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier digunakan untuk menambah

penjelasan dan memberikan petunjuk terhadap bahan

hukum primer dan sekunder. Data tersier yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu kamus besar bahasa

2 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2003), hlm. 67.
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indonesia (KBBI), artikel, internet, atau sumber lain

yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang ditempuh untuk

mendapatkan data dan informasi yang diperlukan agar sesuai

dengan ciri-ciri penelitian kualitatif. Adapun beberapa metode

yang digunakan yaitu :

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan dan
pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang
tampak pada objek penelitian.>® Observasi dilakukan
sebagai eksplorasi dari hasil yang diperoleh mengenai
gambaran lebih jelas tentang suatu permasalahan dan
mendapatkan petunjuk cara pemecahan masalah yang
ada.’!

Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data yang
dilakukan dengan tanya jawab secara langsung, serta
pertanyaan yang diajukan disusun secara sistematik,
jelas, dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat

dalam tema penelitian ini.*? Pertanyaan-pertanyaan yang

telah disiapkan sebelumnya akan ditanyakan kepada

30 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: UGM Press,

2007), him. 106.

31'S. Nasution, Metode Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004) hlm. 106.

32 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press,

2020), him. 95.
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pihak yang diwawancara sesuai pokok permasalahan
yang diteliti dan para pihak menjawab atas pertanyaan
tersebut. Saat melakukan wawancara, penyusun
mengunakan alat bantu berupa buku catatan, fape
recorder, dan kamera sebagai alat bantu keabsahan dan
bukti bahwa penyusun telah melakukan wawancara.
c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk
mendapatkan data otentik yang bersifat dokumentasi
baik berupa catatan harian, maupun catatan penting
lainnya.*? Dokumentasi dilakukan dengan
mengumpulkan data seperti berkas, arsip, dan literatur

lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data
Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis
dengan metode analisis kualitatif. Data penelitian yang telah
terkumpul kemudian dijabarkan dan dijelaskan lebih lanjut
dengan didasarkan pada upaya penanggulangan tindak pidana
dengan cara penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi
Pamong Praja DIY dan hambatan yang dihadapi saat proses

penertiban pengemis waria di Lampu Merah Bogem, Kalasan.

3 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, Cet ke-3,
(Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 160.
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G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penulisan skripsi ini menggunakan sistematika
penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab dengan uraian sistematika
penyusunannya sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar
belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah
pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika
pembahasan yang menjelaskan tentang gambaran umum penelitian
yang akan dilakukan oleh penulis

Bab kedua, membahas mengenai tinjauan tentang penertiban
terhadap perilaku pengemisan yang menganggu ketertiban umum
oleh Satpol PP DIY yang terdiri dari tinjauan umum perilaku
pengemisan, tinjauan ketertiban umum, dan tinjauan umum
penertiban oleh Satpol PP DIY.

Bab ketiga, membahas tentang tinjauan terkait penanggulangan
tindak pidana pelaku pengemisan waria oleh Satpol PP DIY yang
berisi tinjauan terkait pengemis waria di Lampu Merah Bogem,
Kalasan; Implementasi penegakan Peraturan Daerah terhadap
pengemis waria di DIY; dan Proses penertiban pengemisan waria di
Lampu Merah Bogem, Kalasan oleh Satpol PP DIY.

Bab keempat, membahas pemaparan hasil penelitian mengenai
analisis penanggulangan tindak pidana pengemisan oleh Satuan
Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta kepada pengemis
waria di Lampu Merah Bogem, Kalasan dan hambatan-hambatan
yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa
Yogyakarta dalam menertibkan pengemis waria di Lampu Merah

Bogem, Kalasan.
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Bab kelima, merupakan merupakan bab penutup yang berisi
kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dipaparkan
sebelumnya dan saran-saran yang berisi masukan dari penyusun
untuk pertimbangan kebijakan dalam menertibkan pengemis waria

oleh Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta.



BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dipaparkan pada

bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Satpol PP
DIY dalam menanggulangani tindak pidana pengemisan belum
dapat dilakukan secara menyeluruh karena upayanya hanya
sebatas  tindakan  penertiban  saja. Pada  upaya
penanggulangannya, Satpol PP DIY melakukan tindakan
preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan dengan
pemberian sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat
mengenai larangan memberi uang kepada pengemis.
Sedangkan tindakan represif dilakukan dengan penertiban
melalui razia rutin, pendataan atau identifikasi, serta koordinasi
dengan instansi terkait untuk proses pelimpahan dan
rehabilitasi pelaku pengemisan.

Hambatan yang dihadapi dalam upaya penertiban pengemis
waria oleh Satpol PP DIY dibagi menjadi 2 (dua) yakni:
hambatan internal dan hambatan eksternal. Pada hambatan
internal, memuat: Pertama, keterbatasan sumber daya berupa
personel dan fasilitas yang kurang memadahi. Kedua, regulasi
yang kurang spesifik mengenai pengemis waria sehingga
berpengaruh pada penyediaan layanan yang kurang sesuai.

Ketiga, pemberian sanksi rehabilitasi yang dilakukan kurang

114
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maksimal sehingga tidak menimbulkan efek jera. Selanjutnya,
pada hambatan eksternal, memuat: Pertama, keterbatasan
jumlah petugas pendamping sosial yang tersedia tidak sebanding
dengan banyaknya orang yang harus ditangani. Kedua, mindset
pengemis waria yang ketergantungan dengan pekerjaan sebagai
pengemis. Ketiga, jaringan kelompok waria yang kuat, berimbas
pada mudahnya kebocoran informasi melalui grup whatsapp
pada saat penertiban oleh Satpol PP. Keempat, kurangnya
kesadaran masyarakat yang masih memberi uang kepada
pengemis karena merasa iba.
Beberapa hambatan tersebutlah yang kemudian menambah
kesulitan aparat penegak hukum dalam menanggulangi masalah

pengemis waria secara efektif.

. Saran

. Kepada Satuan Polisi Pamong Praja DIY, untuk mengoptimalkan
proses penertiban dengan meningkatkan jumlah personel agar
penjangkauan patroli wilayah di DIY dapat dilakukan secara
menyeluruh. Selain itu, Satpol PP DIY juga perlu membekali
personel agar lebih memahami karakteristik kelompok pelaku
pengemisan. Satpol PP DIY dapat melakukan penertiban secara
berkala di tempat-tempat yang rawan pengemisan, seperti di Lampu
Merah Bogem, Kalasan tanpa menunggu adanya laporan dari
masyarakat terlebih dahulu.

. Kepada Pemerintah Daerah, untuk mengatasi permasalahan
pengemis terutama waria, diperlukan adanya program lanjutan
pasca rehabilitasi untuk memastikan pengemis tidak kembali ke

jalan. Edukasi masyarakat juga sangat penting, hal ini dapat
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dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang
dampak memberi uang kepada pengemis melalui kampanye dan
program edukasi. Selain itu, perlu adanya penguatan regulasi
dengan meninjau kembali dan memperkuat peraturan yang ada
untuk memastikan penanganan pengemisan dilakukan secara
maksimal.

Kepada instansi terkait seperti Dinas Sosial dan lain-lain,
penanggulangan pengemisan ini menjadi tanggung jawab bersama
sehingga seluruh pihak, baik Satpol PP DIY, Dinas Sosial DIY, dan
instansi lain untuk saling bersinergi. Kerjasama yang baik antara
Satpol PP, Dinas Sosial, dan instansi terkait, lainnya diharapkan
dapat mengurangi jumlah pengemis di DIY secara signifikan.
Kepada masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan
edukasi tentang dampak negatif memberi uang kepada pengemis,
serta ikut berpartisipasi mendukung pemerintah dalam

penanggulangan pengemisan di DIY.
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